
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 1 1 /KU. 03 .2-KpU7 403/Sek-Kab/lt2}21

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEI-qPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang a

b

bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17IPMK.0912019 tentang Pedoman Penerapan,

Penilaian, dan Reviu Pengendalian lntern Atas Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses

penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17IPMK.0912019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,

dan Reviu Pengendalian lntern Atas Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh

Kementerianllembaga untuk mendukung penyusunan

Laporan Keuangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2221PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 1771PMK.0512015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib

c.

SALINAN
t( o i.{ ls/

menyelenggarakan...



Mengingat

menyelenggarakan sistem Akuntansi lnstansi (sAl) untuk
menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan
adanya koordinasi intensif rintas Biro di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf
d, dipandang perru untuk membentuk rim peraksana

Kegiatan;

t. Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim pelaksana

Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perru

ditetapkan dengan Keputusan sekretaris Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Muna;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OOa

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 440$;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A17

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A18 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 223,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6263);

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2}fi tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222|PMK.AS|2A16

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 1771PMK.AS12A15 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17IPMK'09/ 2019

tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu

Pengendalian lntern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008

dan Peraturan 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2A20 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

l24lKplslKPu.....



l24lKptslKPU/Tahun ZArc tentang

Pelaksanaan Anggaran Bagian

Lingkungan Komisi pemilihan Umum;

Pedoaman Teknis

Anggaran 070 di

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1. surat Komisi pemilihan umum perihal pelaksanaan

Pengendalian lntern atas pelaporan Keuangan untuk
Mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan 2020

2. surat Pengesahan Daftar lsian pelaksanaan Anggaran (sp-
DIPA) Komisi pemirihan Umum Kabupaten Muna Bagian
Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor : sp DrpA-
076.01.2.659445 tZA21 tanggat 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Membentuk rim Pelaksana Pengendalian Intern atas peraporan

Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Pelaksana Pengendalian lntern atas Pelaporan Keuangan

(PIPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai tingkat

UAPA/UABUN dan Tim Penilai adalah membantu

Menteri/Pemimpin Lembaga Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran serta Penanggung jawab Unit Akuntansi lingkup

BUN untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan

kesadaran....



KETIGA

KEEMPAT

kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan

keuangan.

b. Tanggung jawab Tim penilai Tingkat UAKPA/UAKPA

BUNIUBL/UAKBUN-Daerah setidaknya adalah :

1. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;

2, melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

3. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas

rekomendasi;

4. menyampaikan laporan kepada Tim penilai tingkat

UAPPA-WUAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai

dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan

5. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17IPMK.0W2A19 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan

Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat.

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan keputusan

ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian

Anggaran 076 Tahun 2020.

KELIIVIA.



KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 sampai

dengan bulan Desember 2A21 dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 17 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

UPATEN MUNA
Sub Bagian Hukum,

N



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 1 1 /KU.03.2-KpU7403lSek-KaUA2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMtSt PEMTLTHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS

PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal: 17 Januari2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISISalinan sesuai dengan aslinya
IAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
ub Bagian Hukum,

NO NAMA JABATAN DALAM
TIM KET

1 2 3 4

1 SARUS, SP Ketua

2 MARSABAN Anggota

ANDI ARWIN, SP Anggota
4 SITTIAMRANA, S.Hut Anggota

5 WAODE MULIATI HARIKI, SE Anggota
b LA ODE ABDUL WAHAB, SH Anggota

WA ODE NORMA, A.Md Anggota

8 SAWALUDDIN, A,Md Anggota

N

t

3

7


